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TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan

publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelayanan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur;

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan

Daerah—daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara,
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20090
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S038});




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ 284 /ORG/2020
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

Kemudian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ini, peraturan
Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten
Lombok Timur untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Moda,

. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN LOKASI
NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor
2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam
rangka Penanaman Modal;

3. Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam
Penerbitan Izin Lokasi Penetapan Lokasi, dan Izin
Perubahan Penggunaan Tanah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah;

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;

— .




6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 — 2032;

7. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Penyesuajan Tarif Retribusi Golongan Perizinan
Tertentu;

8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan 1. Surat Permohonan;

2. Photo copy KTP Pemohon;

3. Surat Kuasa bagi Permohonan yang dikuasakan;

4. Photo copy KTP yang menerima kuasa:

5. Photo copy legalitas Badan Usaha (NPWP, TDP, SIUP,
dan Akta Pendirian Perusahaan) bagi Badan Usaha;

6. Photo copy NPWP pribadi (Perorangan);

7. Photo copy izin prinsip penanaman Modal bagi PMA
atau PMDN;

8. Denah lokasi Tanah yang di mohonkan;

9. Status kepemilikan Tanah;

10. Surat Pemnyataan Kesanggupan untuk melakukan
Pembebasan Tanah dan atau Penyediaan Tempat
Penampungan atau Kesanggupan Ganti Rugi bagi
Pemilik Tanah yang Berhak atas Tanah;

11, Uraian Garis Besar Rencana Kegiatan/Usaha;

12. Surat pernyataan keabsahan isi/data pemohon.

Prosedur 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan 1zin;

2. Petugas Loket (fromt office) pada seksi pendaftaran

menerima  dan  memeriksa kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi;

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office);

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan;

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan
berita acara;




6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat,

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan;

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon;

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik;

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jront office.

Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/tarif Tidak ada Biaya

Produk Izin Lokasi

Pengelolaan Loket Pengaduan: Petugas Loket/Front Office

Pengaduan Kotak Pengaduan: Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax: 0376 2991800 Telp/WA/SMS: 08123707215
(Kabid Pelayanan), 085337875949 (Kasi Pelayanan
Informasi) Website: sipepadu.lomboktimurkab.go.id




A.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ 284/ORG/2021
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOX TIMUR

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : IZIN PEMANFAATAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor
2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam
rangka Penanaman Modal,

3. Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 201! tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam
Penerbitan Izin Lokasi Penetapan Lokasi, dan Izin
Perubahan Penggunaan Tanah;

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokast;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW),




Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan

e G

Mengisi Blanko Permohonan;

Foto copy K'TP Manejer/Penanggung jawab;

Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;

Foto copy NPWP/dan NPWRD;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa

Rekomendasi Camat;

Sketsa Tanah/Gambar Tanah lokasi yang di mohonkan;
Bukti Kepemilikan Tanah atau Surat Pernyataan
Kesanggupan untuk melakukan Pembebasan Tanah dan
atau  Penyediaan Tempat Penampungan atau
Kesanggupan Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang
Berhak atas Tanah;

Uraian Garis Besar Rencana Proyek (Master Plan ) yang
disyahkan oleh Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan memeriksa kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;




9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon,

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office.

4, | Waktu Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
Pelayanan selama 5 (lima) hari kerja

5. | Biaya/tanf Tidak Ada Biaya

6. | Produk Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT)

7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan, Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax : 0376 2991800
Telepor/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan)
Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ 284/ORG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacn pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : IZIN PEMANFAATAN RUANG (IPR)

NO. | KOMPONEN URAJAN

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elcktronik

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomeor
2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam
rangka Penanaman Modal;

3. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam
Penerbitan Izin Lokasi Penetapan Lokasi, dan Izin
Perubahan Penggunaan Tanah;

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun




2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

A e N I e o o

Membuat Surat Permohonan di atas materai Rp.6000;
Foto copy KTP Penanggung Jawab perusahaan;

Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;

Foto copy NPWP (Nomor pokok Wajib Pajak);
Rekomendasi Lurah/ Kepala Desa

Rekomendasi Camat;

Sketsa Tanah/Gambar lokasi Tanah yang di mohonkan;
Sertifikat atau Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah;
Uraian Garis Besar Rencana Proyek (Master Plan) yang
disyahkan oleh Dinas PUPR Bidang Cipta Karya;

Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.




8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (font
office}, jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office.

4. Waktu Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
Pelayanan selama 5 (lima) hari kerja

5. | Biaya/tarif Tidak ada Biaya

6. | Produk Izin pemanfaatan Ruang ( IPR )

7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/'WA/SMS  : 08123707215 (Kabid Pelayanan)
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanan OPD mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu OPD Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NO. KOMPONEN URAJAN

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala BPN
Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh
Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan
dalam rangka Penanaman Modal,

3. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam
Penerbitan Izin Lokasi Penctapan Lokasi, dan Izin
Perubahan Penggunaan Tanah; ,

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
BPN Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu




10.

11.

12.

Satu Pintu Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor
12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).

Peraturan Daerah Kabupaten Lombo Timur Nomor 10

2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4
Tahun 2014 tentang Izzin Mendirikan Bangunan
(IMB)

Perbup No 14 tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif
Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.

Perbup Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penerbitan IMB

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tzhun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

2. | Persyaratan

hd

oo N o

. Mengisi Blanko Permohonan;

Fotokopi KTP;

. Fotokopi bukti kepemilikian Hak Atas Tanah antara

lain; Fotokopi Sertifikat Tanah, Akta Jual Beli dan
atau Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah dari
pejabat yang berwenang;

Fotokopi Bukti Lunas PBB;

Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atas
bangunan bertingkat/bangunan usaha;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Fotokopi Izin Lokasi Bangunan untuk usaha;

Fotokopt Akta pendirian bagi perusahaan yang
berbadan hukum;

10.Gambar Rencana Bangunan, Site Plan, denah tempat

detail.

3 Prosedur

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;




2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditctapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat,

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket
(front office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke
Bidang Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas  Loket (front office) meregistrasi,
menyetempel untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan
layanan publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront office.

4. | Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap wakty penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja




Rumah Permanen

Bertingkat

a. Jalan Negara 4.500/m2 |50% x IMB
b. Jalan Provinsi 4.000/m2 [50% x IMB
c. Jalan Kabupaten 3.500/m2 |50% x IMB
d. Jalan Desa 3.000/m2 |50% x IMB
e. Jalan Lingkungan 2.500/m2  [50% x IMB
Rumah Permanen

Tidak Bertingkat

a. Jalan Negara 3.000/m2 |50% x IMB
b. Jalan Provinsi 2.500/m2  |50% x IMB
¢. Jalan Kabupaten 2.300/m2  {50% x IMB
d. Jalan Desa 2.200/m2  |50% x IMB
¢. Jalan Lingkungan 2.000/m2 |50% x IMB
Rumah Semi Permanen

a. Jalan Negara 1.500/m2

b. Jalan Provinsi 1.200/m2

c. Jalan Kabupaten 1000/m?2

d. Jalan Desa 900/m2

e. Jalan Lingkungan 800/m2

Rumah Non Permanen

a. Jalan Negara

b. Jalan Provinsi 500/m2

c. Jalan Kabupaten 500/m2

d. Jalan Desa 500/m2

e. Jalan Lingkungan 500/m2

Bangunan Fasilitas

Umum yang terdiri dari

bangunan komersial,
took, hotel,
bank,bioskop, pabrik,




gedung, tempat usaha,

tempat reklame,
amusement dan usaha
yang bersifat
komersial.
a. Jalan Negara 12.500/m2 [50% x IMB
b. Jalan Provinsi 12.000/m2 (50% x IMB
¢. Jalan Kabupaten 11.500/m2 {50% x IMB
d. Jalan Desa 10.000/m2 [50% x IMB
e. Jalan Lingkungan 9.000/m2 |50% x IMB
Bangunan Fasilitas
Urusan Sosial
Komersial yang terdiri
dari.
a. Rumah Sakit, klinik
dan balai pengobatan
lainya.
1) Jalan Negara 6.000/m2 50% x IMB
2) Jalan Provinsi 5.500/m2 [50% x IMB
3) Jalan Kabupaten 5.000/m2 |50% x IMB
4} Jalan Desa 4.500/m2 |50% x IMB
5) Jalan Lingkungan 4.000/m2 |50% x IMB
b. Tempat Pendidikan
dan Lain-lain.
1) Jalan Negara 1.900/m2 [50% x IMB
2) Jalan Provinst 1.500/m2 |50% x IMB
3) Jalan Kabupaten 1000/m2  [50% x IMB
4) Jalan Desa 900/m2  {50% x IMB
5) Jalan Lingkungan 800/m2 50% x IMB

Bangunan Lain-lain




a. Tembok Pasangan

1) Jalan Negara 800/m2  |50% xIMB
2) Jalan Provinst 800/m2  {50% x IMB
3) Jalan Kabupaten 800/m2  |50% x IMB
4) Jalan Desa 800/m2  |50% x IMB
5) Jalan 800/m2  {50% x IMB
Lingkungan
b. Lantai
Jemur/Halaman
Beraspal
1) Jalan Negara 500/m2  |50% x IMB
2) Jalan Provinsi 500/m2  |50% x IMB
3) Jalan Kabupaten 500/m2  |50% x IMB
4} Jalan Desa 500/m2  [50% x IMB
5) Jalan 500/m2 {50% x IMB
Lingkungan
c. Atap Kerangka
Kayu
1) Jalan Negara 1.500/m2  {50% x IMB
2) Jalan Provinsi 1.500/m2 |50% x IMB
3) Jalan Kabupaten 1.500/m2  {50% x IMB
4) Jalan Desa 1.500/m2 (50% x IMB
5) Jalan Lingkungan | 1.500/m2 |{50% x IMB
d. Sumur
Peresap/Septictank
1) Jalan Negara 3.500/m2 150% x IMB
2) Jalan Provinsi 3.500/m2  |50% x IMB
3) Jalan Kabupaten 3.500/m2  {50% x IMB
4) Jalan Desa 3.500/m2 |50% x IMB
5} Jalan Lingkungan 3.500/m2  {50% x IMB




e. Alat-alat Reklame

1) Jalan Negara 12.500/m2  150% x IMB
2} Jalan Provinsi 12.500/m2  |50% x IMB
3) JalanKabupaten |12.500/m2 [50% x IMB
4) Jalan Desa 12.500/m2  |50% x IMB
5) Jalan Lingkungan | 12.500/m2  }50% x IMB
f. Tanki
1) Jalan Negara 30.000/m2  [50% x IMB
2) Jalan Provinsi 30.000/m2  |50% x IMB
3) Jalan Kabupaten |30.000/m2 [50% x IMB
4) Jalan Desa 30.000/m2  |50% x IMB
5) JalanLingkungan |30.000/m2  [50% x IMB
g Antena
1) Jalan Negara 85.000/m2  [50% x IMB
2) Jalan Provinsi 75.000/m2  |50% x IMB
3) Jalan Kabupaten | 75.000/m2  |50% x IMB
4) Jalan Desa 75.000/m2  |50% x IMB
5) Jalan Lingkungan | 75.000/m2  [50% x IMB
h. Kolam/Tambak
<100m
1) Jalan Negara 1.200/m2 50% x IMB
2} Jalan Provinsi 1.200/m2 50% x IMB
3) Jalan Kabupaten | 1000/m2 50% x IMB
4) Jalan Desa 1000/m2 50% x IMB
5) Jalan Lingkungan | 1000/m2 50% x IMB
i. Kolam/Tambak>
100m
1) Jalan Negara 1.200/m2 50% x IMB
2) Jalan Provinsi 1.200/m2 50% x IMB
3) Jalan Kabupaten | 1.200/m2 50% x IMB




4) Jalan Desa 1.200/m2 50% x IMB
5) Jalan Lingkungan | 1.200/m2 50% x IMB
j. Kandang/Bangunan
Budidaya Temak
1) Jalan Negara 8.500/m2 50% x IMB
2) Jalan Provinsi 8.500/m2 50% x IMB
3) Jalan Kabupaten [ 8.500/m2 50% x IMB
4) Jalan Desa 8.500/m2 50% x IMB
5) Jalan Lingkungan | 8.500/m2 50% x IMB
6. | Produk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

7. i Pengelolaan

Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax - 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),

085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)
Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menctapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomeor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : JZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK )
NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi '

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomeor 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.




5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6

Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur umtuk
penerbitan  perizinan dan nonperizinan di  bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

e A -

Mengajukan permohonan bermaterai Rp.6000;

Foto copy KTP Penanggung Jawab;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat;

Foto Copy NPWP

Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Yang masih berlaku;
Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;

Foto Copy IMB, SIUP dan TDP

Sertifikat STUJK Asli

Foto Copy Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku;

. Foto Copy Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan
Usaha;

.Foto Copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau
Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab
Teknik Badan Usaha;

12. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab;

—
o]

—t
—

13.Foto Copy Kartu Tanda Anggota Perusahaan bila
BUIJK yang bersangkutan tergabung dalam Assosiasii;

14. Surat Keterangan Domisili BUJK dari Lurah/Kepala
Desa;

15. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;

Prosedur

. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

. Petugas Loket (fronr office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi




10.

11.

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutmya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenubhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan

publik.
Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada front

office.
Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja
Biaya/Tarif Tidak ada biaya
Produk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur




Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/ WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab._go.id




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah

satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN PEMASANGAN REKLAME
NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | DasarHukum |1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Hijau

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017




tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

N 0 N R

Surat Permohonan Reklame;

Foto Copy KTP;

Foto Copy NPWP/NPWRD;

Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;

Foto Copy IMB;

Foto Copy SIUP/TDP;

Rekomendasi Lurah/K epala Desa;

Rekomendasi Camat;

Denah Lokasi/ Site Plan gambar yang disyahkan oleh
Dinas PUPR Bidang Cipta Karya;

SJJ

Prosedur

DY e

10.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran

menerima dan memeriksa  kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi ke
pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan ke
Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati, Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditandatangani
dan di serahkan ke Petugas Loket (fFont office), jika tidak
sesuai di kembalikan lagi ke Bidang Pelayanan untuk
diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas loket
(front office) menyediakan kuisioner Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk diisi dalam




LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/ORG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : SURAT 1ZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO. | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Perusahaan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-
DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Perdagangan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan




Reg No.591/MPP tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pembernian Surat Izin Perdagangan

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

1. SIUP Kantor Pusat:
a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Persero;
2) Foto copy SK Perusahaan Badan Hukum dari
Menteri Kehakiman;
3) Foto copy KTP Pemilik/Dirut/Penanggung
Jawab Perusahaan;
4) Foto copy NPWP Perusahaan;
5) Pas Foto Wama ukuran 3 x 6cm sebanyak 3
lembar;
6) Neraca Perusahaan;
7) Rekomendasi dari Lural/ Kepala Desa;
8) Rekomendasi Camat,;
b. Perusahaan Berbentuk Koperasi
1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi
yang telah mendapatkan instansi berwenang;
2) Foto copy KTP pengurus sebagai penanggung
Jawab koperasi;
3) PasFoto ukuran 4x6cm sebanyak 3 lembar;
4) Neraca perusahaan;
5) Rekomendasi Lural/Kepala Desa;
6) Rekomendasi Camat.
c. Perusahaan Persekutuan;
1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
2} Foto copy KTP pemilik (Penanggung Jawab);
3) Neraca Perusahaan;
4) Pas Foto warna ukuran 4x6cm sebanyak 3
lembar.
2. SIUP Kantor Cabang:
a. Foto copy SIUP Perusahaan pusat yang di legalisir




berita acara.

. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah

memenuhi syarat.

. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi

di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan.

. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh

Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai

ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front

office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang

Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada front

office.
Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja
Biaya/Tarif Tidak ada biaya
Produk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax: 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
(85337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab. go.id




LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANAN  PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,

A. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NO. KOMPONEN URAJAN

1. | Dasar Hukum

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1982 tentang Wajib Perusahaan

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 14/M.DAG/PER/3/2016 tentang Penerbitan SIUP
dan Tanda Daftar Perusahaan

. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Perusahaan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017




tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saty Pintu
Daerah.

. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk

penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan . Persyaratan pembentukan Perseroan Terbatas (PT):

a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah di
legalisir oleh Departemen Kehakiman.

b. Fotokopi Izin Operasional/Izin Jenis Usaha dari
Dinas Instansi berwenang,

c. Foto kopi KTP Pemilik /Penanggung Jawab;

d. Fotokopi NPWP.

. Perusahaan Bentuk Koperasi:

a. Fotokopi Akta Pendirian;

b. Fotokopi KTP pengurus;

¢.  Susunan pengurus yang diketahui Dinas terkait;

d. Fotokopi SK Badan Hukum Koperasi;

e. Fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan Instansi
Terkait;

. Perusahaan Berbentuk CV:
a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bila ada;
b. Fotokopi KTP Penanggung Jawab;
¢. Fotokopi Izin Usaha yang diterbitkan oleh Instansi
Terkait.
Prosedur . Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran

menerima dan  memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi ke
pemohon untuk di lengkapi

. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan ke

Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian

Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan

Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan




10.

11.

berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditandatangani
dan di serahkan ke Petugas Loket (fromt office), jika
tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang Pelayanan
untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas loket
(front office) menyediakan kuisioner Indeks Kepuasan
Masyarakat (JKM) kepada pemohon untuk diisi dalam
rangka mengukur tingkat kepuasan layanan publik.
Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jront office.

4. | Waktu Pelayanan Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

5 | Biaya/Tarif Tidak Ada Biaya

6. | Produk Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax - 0376 2991800

Telepon/'WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab. go.id




Sk

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG:;

STANDAR  PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai  tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : TANDA DAFTAR GEDUNG (TDG)

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Perusahaan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16/M-
DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014
tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk




.,

penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

A il

Permohonan;

Alkta Pendirian Perusahaan;

Foto Copy SIUP,

Foto Copy TDP;

Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
Foto Copy NPWP/NPWRD.

Prosedur

[R—y

10.

11.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan,

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel

untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jfront office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk

Tanda Daftar Gedung (TDG)

Pengelolaan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office




Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website . sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN X

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHRULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

. Undang  Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor

41/M.IND/PER/6/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Pendaftaran dan
Tanda Daftar Industri (TDI)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk

penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang




Penanaman Modal.

Persyaratan

o W

Surat Permohonan dengan mengisi blanko yang sudah
distapkan;

Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
Nomor Pokok Wajib retribusi Daerah (NPWRD),
Foto copy KTP;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Blanko Pemeriksaan.

Prosedur

10.

11.

. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urui Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi ke
pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan ke
Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office}

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi di
Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditandatangani
dan di serahkan ke Petugas Loket (front office), jika tidak
sesuat di kembalikan lagi ke Bidang Pelayanan untuk
diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas loket
(front office) menyediakan kuisioner Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk diisi dalam
rangka mengukur tingkat kepuasan layanan publik.
Kuisioner JKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jfront office.

Waktu Pelayanan

selama 5 (lima) hari kerja

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian




Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Tanda Daftar Industri (TDI)

Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepo/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanar Informasi)
Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




A.

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/ORG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANANN  PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

STANDAR PELLAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN USAHA INDUSTRI (1UI)

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

41/M-IND/PER/6/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Pendaftaran dan
Tanda Daftar Industri

. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk




penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

el A T - S

—_
— D

Surat Permohonan,;

Toto copy Akta Pendirian Perusahaan;

Foto copy NPWP,

Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Nama Direksi, Dewan Komisaris;

Foto copy KTP Direksi/Dewan Komisaris;
Foto copy Persetujuan Izin Prinsip;

Foto copy UKI, UPL dan SPPL;

Foto copy Izin Lokasi;

. Foto copy Izin Undang-Undang AMDAL,;

. Laporan Perkembangan/kemajuan pembangunan pabrik

dan sarana produk oleh perusahaan.

Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran

10.

menerima dan  memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi ke
pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan ke
Bidang Kocordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OFD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi di
Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditandatangani
dan di serahkan ke Petugas Loket (front office), jika tidak
sesuai di kembalikan lagi ke Bidang Pelayanan untuk
diperbaiki,

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.,

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas loket
(front office) menyediakan kuisioner Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk diisi dalam




rangka mengukur tingkat kepuasan layanan publik.
11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jfront office.

Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Surat Keterangan Izin Usaha Industri (TUT)

Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800 _
Telepon/WA/SMS : 08123707215  (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
NO. | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Perusahaan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Perdagangan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan




Reg.No.591/MPP tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

1y
2)

6)
7
8)

Foto copy Akta Notaris tentang Pendirian Perusahaan;
Foto copy KTP pengurus sebagai penanggung jawab

perusahaan;

3) PasFoto ukuran 4x6¢m sebanyak 3 lembar;
4) Neraca perusahaan;
5) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat.

Reckomendasi Teknis dari Dinas Perindusirian Dan
Perdagangan.

Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan

Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesvai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang




Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (fromt office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

front office.

Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)

NO. | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 Tentang

Wajib Perusahaan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Perdagangan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Daerah.

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan




RegNo.591/MPP tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Persyaratan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mengisi dan mengajukan permohonan

Alas Hak atau Bukti Kepelilikan Tanah / Sertifikat;
Foto copy KTP Pemilik/ pemohon;

Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
Rekomendasi Lurah/ Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Pas Foto Warna ukuran 3 x 6 ¢cm sebanyak 3 lembar.

Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan  berkas
pennohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah

memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan,

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas

loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks




Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront gffice.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian

selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




tersebut;

b. Foto copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang
pembuatan kantor cabang;

c. Foto copy KTP Penanggung Jawab Kantor Cabang
Perusahaan; '

d. Foto copy TDP Kantor Pusat;

e. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa;

f. Rekomendasi dari Camat

g. Foto copy Akta pendirian Perusahaan bagi yang
memiliki kantor pusat yang di legalisir oleh kantor
yang mengeluarkan izin tersebut.

3. SIUP Kantor Perwakilan:

a. Foto copy SIUP dan Foto copy TDP perusahaan
yang menujuk;

b. Foto copy Perusahaan yang ditunjuk;

¢. Foto copy Akta penujukan perwakilan atau surat
tentang penunjukan perwakilan;

d. Foto copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;

€. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa;

f. Rekomendasi dari Camat.

4. SIUP Perorangan;
. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa;

a
b. Rekomendasi dari Kecamatan;

o

Foto copy KTP sebanyak 2 lembar;
d. Pas Foto ukuran 4x6 c¢m sebanyak 3 lembar.

3. | Prosedur 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (fromt office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berta acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah




LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/ORG/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDABULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1! Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4966)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Pariwisata RT Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

2. | Persyaratan 1. Surat Permohonan dengan mengisi Blanko/format
yang disapkan;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;




N A

Foto copy KTP Manager Perusahaan/ Penanggung
Jawab perusahaan;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa,

Rekomendasi Camat;

Daftar Karyawan dan Pengalaman Kerja;

Daftar Fasilitas Usaha dan Ruang Kantor;

Foto copy Sertifikat Tanah/Surat Perjanjian
penggunaan tanah/bangunan;

Pas Foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Prosedur

10.

I1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office} pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan,

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian

selama 5 (lima) hari kerja




Biaya/ Tarif

Tidak ada biaya

Produk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
083337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021

TENTANG:

STANDAR  PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

A, STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN USAHA WISATA PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR
NO. | KOMPONEN URAJAN

I. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4966)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif R1
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa

Perjalanan Wisata.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017




tentang pendelegasian wewenang DBupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal,

Persyaratan

A

Surat Permohonan;

Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang
berbadan Hukum;

Rekomendasi Lurat/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Daftar Karyawan dan Pengalaman Kerja;

Daftar Fasilitas Usaha Daya Tarik Usaha Pemandian
Air dan Ruang Kantor;

Foto copy Sertifikat Tanal/ Surat Perjanjian
penggunaan tanah/bangunan bagi yang menyewa;

Foto copy KTP Penanggung Jawab;

Pas Foto Warna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Prosedur

. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh




10.

11.

Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki,

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petupas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Sfront office.

Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Izin Usaha Wisata Pengelolaan Pemandian Air

Pengelolaan Loket Pengaduan - Petugas Loket/Front Office

Pengaduan Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/'WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab. go.id




LAMPIRAN XVIII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK. TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN L.LOMBOK TIMUR

s PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

A. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : IZIN USAHA KAWASAN PARIWISATA

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4966)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa
Perjalanan Wisata,

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu-
Pintu Daerah.

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor RI Nomor 13
Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.




Surat Permohonan;

Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang

berbadan Hukum;

Rekomendasi Lural/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Daftar Karyawan dan Pengalaman Kerja;

Denzah / Gambar Lokasi Kawasan yang menjadi obyek

Wisata,

7. Daftar Fasilitas Usaha Daya Tarik Usaha Pemandian
Air dan Ruang Kantor;

8. Foto copy Sertifikat Tanah/ Surat Perjanjian
penggunaan tanah/bangunan bagi yang menyewa;

9. Foto copy KTP Penanggung Jawab;

10. Pas Foto Warna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Persyaratan

by —

oA W

Prosedur 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat,

7. lzin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office,

Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif Tidak ada biaya




o

Produk Izin Usaha Kawasan Pariwisata

7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Pengaduan Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan  dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomeor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

A. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : IZIN USAHA BIRO/AGEN PERJALANAN WISATA

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4966)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa
Perjalanan Wisata.

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.




Persyaratan

Surat Permohonan;

Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Biro/Agen bagi
yang berbadan Hukum;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Daftar Karyawan dan Pengalaman Kerja;

Daftar Fasilitas Usaha dan Ruang Kantor;

Foto copy Sertifikat Tanah/Surat Perjanjian
penggunaan tanah/bangunan;

Foto copy KTP Penanggung Jawab;

Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

AR T R e

o 00

Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan  memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Brdang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenubhi syarat.

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (-ont
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket {fromt office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diist dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Srjtn

Produk

Izin Operasional Usaha Biro/Agen Perjalanan

=

Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800




Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)
Website : sipepadu. lomboktimurkab.go.id




*

A.

LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan  menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN RUMAH MAKAN

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. {Dasar Hukum |1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

3. Peraturan Menteri Pariwisata Rl Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

4. Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah
Makan

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang

pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas

PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk penerbitan

perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal.

Mengisi Blanko permohonan;

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Pas Photo Warna ukuran 3 x4 ¢m sebanyak 3 lembar;

Foto copy IMB,

Map biasa 2 {dua) buah

2. | Persyaratan

NoawnsEwh =




Prosedur

p—

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi ke
pemohon untuk di lengkapt

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan ke
Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian Lapangan
pada Bidang XKoordinasi dan Penelitian melakukan
verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi di
Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditandatangani
dan di serahkan ke Petugas Loket (front office}, jika tidak
sesual di kembalikan lagi ke Bidang Pelayanan untuk
diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas loket
(front office) menyediakan kuisioner Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk diisi dalam
rangka mengukur tingkat kepuasan layanan publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Sfront office.

Waktu
Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian selama
5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

o

Produk

Izin Operasional Rumah Makan/Restaurant

Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepo/ WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXI

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN USAHA HOTEL

NO. ) KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elcktronik

2. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 13 Tahun 2015
tentang Standar Usaha Jasa Pariwisata

3. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17
Tahun 1995 tentang Usaha Pengelolaan Hotel dengan
Tanda Bunga Melati

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

2. | Persyaratan 1. Surat Permohonan;
2. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;
3. Rekomendasi Camat;




9.

Foto copy Izin Prinsip (Lokasi),

Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Foto copy Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan
Lain;

Foto copy KTP Penanggung Jawab;

Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan
Usaha;

Rekomendasi dari Kantor Pariwisata;

10. Surat bagi pemohon yang tidak bisa mengurus sendiri;
11. Pas Foto 3 x4 cm sebanyak 3 lembar;
12. Gambar Lokasi/site plan.

Prosedur

1.
2.

10.

11

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh

Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) han kerja

et

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk

Izin Operasional Hotel




Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/'WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021

TENTANG

STANDAR  PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAIL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : IZIN USAHA RESTORAN

NO. KOMPONEN URAIAN

L. Dasar Hukum | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

4. Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar
Usaha Restauran.

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman

2. Persyaratan Mengisi Blanko permohonan:

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Pag Photo Warna ukuran 3 x4 cm sebanyak 3 lembar;

Foto copy IMB:

S




7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendafiaran
menerima dan memeriksa  kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

7. lIzin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront office.

Waktu
Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

S

Produk

Izin Usaha Restoran

Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan)
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




A,

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/ORG/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan  dan  menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan ; IZIN PONDOK WISATA

NO. { KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terntegrasi
Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 16
Tahun 1995 tentang Pondok Wisata

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal,

2. | Persyaratan Surat Permohonan;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;
Rekomendasi Camat;

Foto copy KTP,

Foto copy PBB;

A e S I

Foto copy Ketua Keluarga:




7.__Surat Keterangan/Sertifikat tentang status kepemilikan.

Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenubhi syarat.

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf olch
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika  sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (ffont office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jront office,

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

S|

Produk

Izin Operasional Pondok Wisata

Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/'WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXIV

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANAN  PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan scbagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan:  IZIN USAHA PERIKANAN
NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan

3. Peraturan Pemerintah RT Nomor 05/MEN/2008 tentang
Usaha Perikanan Tangkap

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 14 Tahun
2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Golongan
Perizinan Tertentu

8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.




Persyaratan

BN

Surat Permohonan Izin Usaha Perikanan;

Pas Kapal;

Foto copy KTP Pemilik;

Pas Foto wama ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua)
lembar;

Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Map biasa 2 buah

Prosedur

Y

10.

I1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin Iokasi yang sudah
memenubhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik,

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

A.

USAHA PENANGKAPAN

Menggunakan Perahu/Kapal Motor bermesin dalam
tenaga sama dengan atau lebih dari 5 GT sampai dengan
10 GT : Rp. 100.000/bh.

. USAHA BUDIDAYA

Budidaya Rumput Laut :Rp. 20.000/are

Budidaya Ikan Laut lainya :Rp.60.000/are

Budidaya Udang : Rp 650.000/ha

. Budidaya Bandeng: Rp.60.000/ha.

Budidaya Perikanan lain:  Rp.15.000.000/titik
koordinat.

Budidaya Perikanan Tambak Lain: Rp. 1.500.000/ha.
7. Budidaya Ikan Air Tawar:

o N

S




a. Budidaya Ikan Air Tawar :Rp. 30.000/are

b. UPR (Unit Pembenihan Rakyat):Rp 20.000/are
c¢. Budidaya Kolam: Rp.10.000

d. Karamba :Rp. 10.000

€. Jakapung: Rp.15.000

f. Tkan Hias Air Tawar: Rp.60.000

6. | Produk Izin Usaha Perikanan (IUP)
7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXV

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANAN  PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan  dan  menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan:  IZIN USAHA BUDIDAYA MUTIARA
NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Thun
2004 tentang Perikanan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.,

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-
lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

fu—y

2. | Persyaratan Surat Permohonan Izin Usaha Perikanan (Mutiara)

2. Rencana Kerja /Proposal;




W

N

Surat Persetujuan Bupati;

Foto copy IMB ( apabila menggunakan bangunan di
darat)

Akte Pendirian Perusahaan bila berbadan Hukum:;
Rekomendast dari Dinas Kelautan dan Perikanan;

UKL dan UPL jika 1 (satu) titik Koordinat atau lebih
(untuk budidaya mutiara) dan 1 juta kolektor atam
lebih/tahun (untuk pembenihan mutiara).

Surat Keterangan Tenaga Ahli

Map biasa 2 (dua) buah.

Prosedur

=0 o0

10.

11.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanmjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Scbelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jront office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
sclama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Budidaya  Perikanan  Mutiara:  Rp.15.000.000/titik
koordinat,

Produk

Izin Usaha Budidaya Mutiara




Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/ORG/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,

A. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara R1
Nomor 4966)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal,

2. | Persyaratan 1. Surat Permohonan dengan mengisi Blanko/format

yang disapkan;

2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;




el U

Foto copy KTP Manager Perusahaan/ Penanggung
Jawab perusahaan;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Daftar Karyawan dan Pengalaman Kerja;

Dafiar Fasilitas Usaha dan Ruang Kantor;

Foto copy Sertifikat Tanah/Surat Perjanjian
penggunaan tanah/bangunan;

Pas Foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Prosedur

10.

I1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat,

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserabkan kepada pemohon, petugas
loket (fromt office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jront office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian

selama 5 (lima) hari kerja




Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan

Kotak Pengaduan - Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS - 08123707215 (Kabid Pelayanan)
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id

¥




LAMPIRAN XXVI

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0ORG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANAN  PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan:  IZIN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT
NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Thun 2002 tentang
Usaha Perikanan

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 05/MEN/2008 tentang
Usaha Perikanan Tangkap

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 14 Tahun
2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Golongan
Perizinan Tertentu

8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal,




Persyaratan

B W=

hed

Surat Permohonan Izin Usaha Perikanan;

Pas Kapal,

Foto copy KTP Pemilik;

Pas Foto warna ukuran 3 x 4 c¢cm sebanyak 2 (dua)
lembar;

Rekomendasi dari Dinas Teknis,

Prosedur

Ja—y

10.

11.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (fromt office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa  kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Peclayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (font
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki,

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (fromt office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront office.

Walktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

A

USAHA PENANGKAPAN

Menggunakan Perahu/Kapal Motor bermesin dalam
tenaga sama dengan atau lebih dari 5 GT sampai dengan
10 GT : Rp. 100.000/bh.

. USAHA BUDIDAYA

Budidaya Rumput Laut :Rp. 20.000/are

Budidaya Ikan Laut lainya :Rp.60.000/are

Budidaya Udang : Rp 650.000/ha

Budidaya Bandeng: Rp.60.000/ha.

Budidaya Perikanan lain; Rp.15.000.000/titik
koordinat.

Budidaya Perikanan Tambak Lain: Rp. 1.500.000/ha.
Budidaya lkan Air Tawar:

a. Budidaya Ikan Air Tawar :Rp. 30.000/are

SR W=

N o




b. UPR (Unit Pembenihan Rakyat):Rp 20.000/are
¢. Budidaya Kolam: Rp.10.000
d. Karamba :Rp. 10.000
e. Jakapung: Rp.15.000
f. Ikan Hias Air Tawar: Rp.60.000
C. IZIN USAHA PERTAMBANGAN/SIUP
PERIKANAN Rp. 500.000/Ha satu kali

6. | Produk Izin Usaha Perikanan (IUP)
7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax ;0376 2991800
Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
083337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXVII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANAN  PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan  dan  menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan :  IZIN USAHA BUDIDAYA TAMBAK UDANG
NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya
Udang Tambak

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

7. Perbup No 14 tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif
Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.

8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.




Persyaratan

bl

Lh

. Mengisi Formulir permohonan Izin Usaha Budidaya

Tambak Udang ;

Rencana kerja proposal;

Surat Persetujuan dari Bupati apabila luas usaha Iebih
dari 1 (satu) ha.

Foto copy IMB, apabila menggunakan bangunan di
darat;

Rekomendasi dari Dinas kelautan Dan Perikanan;

UKL dan UPL jika luas areal 15 (lima belas) ha atau
lebih untuk budidaya Udang dan 20 (dua puluh) juta
ekor atau lebih/tahun untuk pembenihan Udang.

3. | Prosedur

[a—

10.

11.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serabkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner TIKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jront office.

4. | Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

5. | Biaya/Tarif

: Rp 650.000/ha

6. Produk

Izin Usaha Budidaya Tambak Udang




Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website . sipepadu.lomboktimurkab.go.id




4. Foto copy IMB ( kalau ada bangunan atan gudang
didarat sebagai tempat penampungan);
5. Rekomendasi dari Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Prosedur

oy

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa  kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat,

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) har kerja

-

Biaya/Tarif

Rp. 10.000/are

o

Produk

Izin Usaha Keramba Jaring Apung (KJA)

Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/'WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337873949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXIX

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANAN  PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan  menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomeor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Ketja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat. :

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan:  SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ( SIPI )
NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 05/MEN/2008 tentang
Usaha Perikanan Tangkap

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36
Tehun 2014 tentang SIPI/SIUP.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomeor
I5/PERMEN-KEP/2016 tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

8. Peraturan Bupati No 14 tahun 2014 tentang
Penyesuaian Tarif Retribusi Golongan Perizinan
Tertentu.

9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati  kepada




Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan

Surat Permohonan Izin Usaha Perikanan,;

Pas Kapal;

Foto copy KTP Pemilik;

Pag Foto warna 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
Rekomendasi dari Dinas Kelautan Dan perikanan.

Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran

menerima  dan memeriksa kelengkapan berkas

permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat

Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi

(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi

ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dart OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf olch
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

front office.

BR=lh s~

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Menggunakan Perahw/Kapal Motor bermesin dalam tenaga
sama dengan 5 GT Rp. 100.000/bh.

Produk

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)




Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXXII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR; 188.45/284 /ORG/2021
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : IZIN TRAYEK

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan bermotor Umum tidak dalam Trayek

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah,

5. Perbup No 14 tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif
Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbifan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.




Persyaratan

W=

Foto copy surat-surat kendaraan ( STNK, BPKB);
Izin trayek asli
Buku Uji Kendaraan (KIR)

Prosedur

[a—

10.

11

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi
di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon,

Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
dissi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

front office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/tarif

A

PENERBITAN IZIN TRAYEK

a. Mobil Penumpang Tempat Duduk s/d. 9 orang tariff
retribusi Rp. 350.000/5 tahun

b. Mobil Penumpang Tempat Duduk 10 s/d. 12 orang
tariff retribusi Rp. 400.000/5 tahun

¢.  Mobil Penumpang Tempat Duduk 13 s/d. 19 orang
tariff retribusi Rp. 450.000/5 tahun

d. Mobil Penumpang Tempat Duduk 20 s/d. 24 orang
tarif retribusi Rp. 500.000/5 tahun

b. IZIN INSIDENTIL

a. Tanf retribusi Rp. 15.000/izin

&

Produk

Izin Pembuatan Trayek

~

Pengelolaan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office




Pengaduan

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
083337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)
Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXXIII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR  PELAYANANN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN .LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI (HUELLER) DAN

PENYOSOHAN BERAS
NO. | KOMPONEN URAIAN
1. { Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

3. Keputusan Menteri Nomor 589/BPTS/PP.250/11/98
tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan
Padi/Hueller dan Penyosohan Beras

4. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun

2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur

untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang

Penanaman Modal.

Surat Permohonan;

Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;

Rekomendasi Camat;

Foto copy IMB,;

Foto copy Akta Pendirian perusahaan bagi yang

berbadan hukum,;

Surat keterangan tidak keberatan lingkungan sekitar;

7. Fotokopi KTP.

2. | Persyaratan

bl ol

&




Prosedur

Ja—

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa  kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey sclanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat,

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan,

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket
(front office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke
Bidang Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi,
menyetempel untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan
layanan publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

front office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) han kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk

Izin Operasional Usaha Penggilingan Padi (Hueller) dan
Penyosohan Beras

Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXX1V

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021

TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

LOMBOCK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Scbagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

NO. KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Reencana Umum Penanaman Modal

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan BRidang Usaha Terbuka
dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal




11
12.

13,
14,

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang
SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di  bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan

N

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Lombok Timur;
Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh Direktur/Pimpinan
Perusahaan,

Salinan Legalitas BU (Akte TDP/SIUP);

Surat keterangan domisili perusahaan;

Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Direktur;

Salinan KTP Kuasa;

Bukti penguasaan atas tanah;

Proposal dan presentasi rencana investasi;

Prosedur

NMrlowuouasw

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

Petugas Loket (front office) pada scksi pendaftaran
menerima dan memeriksa  kelengkapan  berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi ke
pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan ke
Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis dari
OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati. Hasil
survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan
berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang Kasi di
Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditandatangani
dan di serahkan ke Petugas Loket (front office), jika tidak
sesuai di kembalikan lagi ke Bidang Pelayanan untuk
diperbaiki;




9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas loket
(front office) menyediakan kuisioner Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk diisi dalam
rangka mengukur tingkat kepuasan layanan publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office,

4. | Waktu Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
Pe¢layanan selama 5 (lima) han kerja

5. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya

6. | Produk Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas ILoket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax - 0376 2991800

Telepon'WA/SMS . 08123707215 (Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXXV

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0ORG/2021

TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU  SATU PINTU KABUPATEN

LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan
pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten I.ombok Timur merupakan salah satu
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan :IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Reencana Umum Penanaman Modal

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

10. Peraturan _Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
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13.

14.

15.

16.

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman
Modal

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP
12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang
SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala
Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur untuk
penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan

PN AW

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Lombok
Timur;

Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh Direktur/Pimpinan
Perusahaan;

Foto copy akta perusahaan;

Izin Prinsip Penanaman Modal,

Proposal dan presentase rencana investasi;
Pemanfaatan tata ruang daerah;

Laporan kegiatan penanaman modal;

Rekomendasi  instansi  teknis  terkait  bila
dipersyaratkan,

Prosedur

Tl

Pemohon mengajukan berkas permohonan jzin;
Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran
menerima  dan  memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan lagi
ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)
Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan
Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh:
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket




(front office}, jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke
Bidang Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi,
menyetempel untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office.

4. | Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja
5. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya
6. | Produk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
7. | Pengelolaan Loket Pengaduan: Petugas Loket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan:Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/'WA/SMS ~ :08123707215(Kabid ~ Pelayanan),
0853378735949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website . sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXXVI
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0R(G/2021
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan :IZIN PRINSIP PERUBAIIAN PENANAMAN MODAL

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum I. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Tenntegrasi Secara Elektronik




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Reencana Umum Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha Terbuka dengan persyaratan di Bidang
Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PTSP

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014
tentang SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip
Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati
kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok
Timur untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan
di bidang Penanaman Modal.

Persyaratan

el NS

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Lombok
Timur;

Surat kuasa bagi pengurusan permchonan yang
tidak  dilakukan  secara  langsung  oleh
Direktur/Pimpinan Perusahaan;

Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;

Foto copy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
(bila ada);

Foto copy rencana perubahan penanaman modal;
Proposal dan persentasi rencana investasi;
Pemanfaatan tata ruang daerah;

Laporan kegiatan penanaman modal;
Rekomendasi  instansi  teknis  terkait bila
dipersyaratkan.

Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;

2. Petugas Loket (fromt office) pada seksi pendaftaran

menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan
lagi ke pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen
dilanjutkan ke Bidang Koordinasi dan Penelitian




(back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan venfikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf
oleh Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditanda tangani dan di serahkan ke Petugas Loket
{front office}, jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke
Bidang Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office)meregistrasi,
menyetempel untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan
layanan publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan
kepada front office.

4. | Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) harikerja
5. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya
6. | Produk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
7. | Pengelolaan Loket Pengaduan: Petugas Loket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan:Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax . 0376 2691800
Telepon/WA/SMS:08123707215(Kabid Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.Jomboktimurkab.go.id




A.

LAMPIRAN XXXVII

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan :IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN (MERGER)

NO. | KOMPONEN URAJAN

I. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Reencana Umum Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman
Modal

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PTSP

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang
SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip
Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan

3.

. Mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP

Kabupaten Lombok Timur.

Kelengkapan data pemohon dari masing-masing

perusahaan yang akan bergabung :

a. Rekaman izin prinsip dan 1zin usaha dan/atau
perubahannya;

b. Rekaman akta pendirian perusahaan dan
perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan
anggaran dasar perusahaan dan
persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada
dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan;

c. Kesepakatan penggabungan perusgshaan yang
dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan
kepemilikan saham dalam perseroan yang
dituangkan dalam bentuk risalah RUPS/Keputusan
Sirkuler seluruh pemegang saham atau akta
perubahan dalam bentuk pernyataan keputusan
rapat/berita acara RUPS;

d. Tanda terima penyampaian LXPM dari BKPM,
PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir.

Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah




penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran
formulir permohonan izin prinsip penggabungan
perusahaan.

. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh

Direksi/Pimpinan  perusahaan yang menecruskan
kegiatan dan stempel perusahaan sebagai pemohon.

. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung

oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli
bermaterai cukup.

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

-

10.

11.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;
Petugas Loket (fron! office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan
lagike pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)
Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan
Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

Izin yang sudah dicetak, diparaf olch salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

Petugas Loket (fromt office) meregistrasi,
menyetempel untuk diserahkan kepada pemohon.
Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuistoner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront office.

Waktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

hd

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk

Izin Prinsip Penggabungan ( Merger)




Pengelolaan
Pengaduan

Loket Pengaduan: Petugas Loket/Front Office

Kotak Pengaduan:Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur
Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS  :08123707215(Kabid  Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.Jomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XXXVHI

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/ORG/2021
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A, PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan :IZIN USAHA PENANAMAN MODAL

NO. | KOMPONEN URAJAN

I. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang




Reencana Umum Penanaman Modal

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman
Modal

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PTSP

12. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang
SPIPISE

14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip
Penanaman Modal

15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal

16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tabun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

2. | Persyaratan 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Lombok
Timur.

2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh Direktur/Pimpinan
Perusahaan.

3. Profil perusahaan,

4. Foto copy akta pendirian perusahaan.

5. Foto copy akta perubahan perusahaan (bila ada).

6. Surat keterangan domisili perusahaan.

7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Direktur.

9. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

10. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

11. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

12. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal.

13. Laporan kegiatan penanaman modal.

14. Bukti penguasaan atas tanah.

15. Izin mendirikan bangunan IMB (bagi yang memiliki
bangunan).

16. Proposal dan persentasi rencana investasi.

17. Pemanfaatan tata ruang daerah.

18. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL).

19. Rekomendasi  instansi  teknis  terkait  bila

dipersyaratkan.




Prosedur

[y

10.

11,

Pemohon mengajukan berkas permohonan jzin;
Petugas Loket (front office) pada seksi pendafiaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan
lagike pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat,

Jzin yang sudah dicetak, diparaf olch salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditanda
tangani dan di serah kan ke Petugas Loket (front
affice), jika tidak sesnai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki,

Petugas  Loket (front  office)  meregistrasi,
menyetempel untuk diserahkan kepada pemohon.
Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (fromt office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jront office.

Walktu Pelayanan

Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja

hd

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

o

Produk

Izin Usaha Penanaman Modal

Pengelolaan
Pengaduan

Komputer, GPS, Alat Ukur, Kamera, Mobil Survey, ATK
dan Alat lain yang dipezrlulens,




LAMPIRAN XXXIX

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan :IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL

NO. [ KOMPONEN URAIAN

L Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Reencana Umum Penanaman Modal




9.

10.

1.

12.

13

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman
Modal

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PTSP

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang

SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip
Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan

RN W

10.
I1.
12.

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Lombok
Timur.

Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh Direktur/Pimpinan
Perusahaan.

Profil perusahaan.

Rencana Perusahaan Penranaman Modal.

Foto copy Izin Usaha Penanaman Modal.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir
Bukti Penguasaan atas Tanah.

Izin mendirikan bangunan IMB (bagi yang memiliki
bangunan).

Proposal dan Persentasi Rencana Perluasan [nvestasi.
Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.

Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL).

Rekomendasi  instansi  teknis  terkait bila
dipersyaratkan.

Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

[y

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;
Petugas Loket (fromt office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan
lagike pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan




ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4, Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

7. lzin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai
ditandatangani dan di serahkan ke Petugas Loket (front
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan
publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
front office.

4. Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja
5. Biaya/Tarif Tidak ada biaya
6. Produk Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
7. Pengelolaan Loket Pengaduan: Petugas Loket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan:Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS ~ :08123707215(Kabid  Pelayanan),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XL

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN

MODAL (MERGER)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Reencana Umum Penanaman Modal

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha




11.

12.

13.

14.

15.

16.

Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman
Modal

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PTSP

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014
tentang SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip
Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Penizinan Penanaman Modal

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.

Persyaratan

N kA W

10.
1.

12.
13.

14.
15.

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Lombok

Timur.

Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh Direktur/Pimpinan
Perusahaan.

Profil perusahaan.

Foto copy 1zin Prinsip/Perubahan Penanaman Modal.
Foto copy Akta Pendirian Perusahaan.

Foto copy NPWP Perusahaan.

Kesepakatan  penggabungan  perusahaan  yang
dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan
kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan
dalam bentuk risalah rapat umum pemegang saham
(RUPS/keputusan  sirkuler  seluruh  pemegang
saham/akta perubahan dalam bentuk keputusan/akta
perubahan dalam bentuk keputusan rapat/berita acara.
Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir.
Legalitas Pekerjaan.

Bukti Penguasaan atas tanah.

Izin mendirikan bangunan IMB (bagi yang memiliki
bangunan).

Proposal dan persentasi rencana penggabungan
perusahaan penanaman modal.

Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.

Izin Lingkungan (Amdal,UPL-UKL).

Rekomendasi  instansi  teknis  terkait  bila
dipersyaratkan.

Prosedur

Ja—

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;
Petugas Loket (fronr office) pada seksi pendaftaran
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Buktt Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan
lagike pemohon untuk di lengkapi

Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)




4. Back office melalui kasi verifikasi dan Peneclitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
memenuhi syarat.

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditanda
tangani dan di serahkan ke Petugas Loket (frons
office), jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office)meregistrasi, menyetempel
untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket (front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan
layanan publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada
Jfront office.

4. | Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja
5. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya
6. | Produk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
(Merger)
7. { Pengelolaan Loket Pengaduan: Petugas Loket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan:Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax - 0376 2991800
Telepon/'WA/SMS ~ :08123707215(Kabid  Pelayanan),
083337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.lomboktimurkab.go.id




LAMPIRAN XL1

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/284/0RG/2021
TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan standar pelayanana Perangkat Daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
merupakan salah sata Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jems Pelayanan :IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | DasarHukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kota

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha




Terintegrasi Secara Elektronik

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Reencana Umum Penanaman Modal

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman
Modal

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PTSP

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014

tentang SPIPISE

14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015

tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip
Penanaman Modal
15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal
16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2017 tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanaman Modal.
Persyaratan 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Lombok
Timur.

2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh Direktur/Pimpinan
Perusahaan.

3. Foto copy akta perusahaan.

4. 1Izin Prinsip Penanaman Modal.

5. Rencana Detail Perusahaan.

6. Bukti Penguasaan atas tanah.

7. Proposal dan Persentasi Rencana Investasi.

8. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.

9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

10. Rekomendasi  instansi  teknis  terkait  bila
dipersyaratkan.

Prosedur 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin;
2. Petugas Loket (front office) pada seksi pendaftaran

menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika lengkap di register dibuatkan Surat
Tanda Bukti Penerimaan dan Nomor Urut Registrasi
(antrian) Berkas. Jika tidak lengkap di kembalikan
lagike pemohon untuk di lengkapi




3. Jika lengkap secara administrasi, dokumen dilanjutkan
ke Bidang Koordinasi dan Penelitian (back office)

4. Back office melalui kasi verifikasi dan Penelitian
Lapangan pada Bidang Koordinasi dan Penelitian
melakukan verifikasi teknis berkas permohonan

5. Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian melakukan
Survey dan Penelitian lapangan bersama tim Teknis
dari OPD terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati.
Hasil survey selanjutnya ditindak lanjuti dengan
menerbitkan berita acara.

6. Bidang Pelayanan memproses izin lokasi yang sudah
mementuhi syarat.

7. Izin yang sudah dicetak, diparaf oleh salah seorang
Kasi di Bidang Pelayanan Perizinian dan Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Kepala Dinas mengoreksi izin yang sudah diparaf oleh
Kepala Bidang Pelayanan. Dan jika sesuai ditanda
tangani dan di serahkan ke Petugas Loket(front office),
jika tidak sesuai di kembalikan lagi ke Bidang
Pelayanan untuk diperbaiki;

9. Petugas Loket (front office) meregistrasi,
menyetempel untuk diserahkan kepada pemohon.

10. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon, petugas
loket {front office) menyediakan kuisioner Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon untuk
diisi dalam rangka mengukur tingkat kepuasan
layanan publik.

11. Kuisioner IKM yang sudah diisi dikembalikan kepada

Jfront office.

4. | Waktu Pelayanan | Apabila persyaratan sudah lengkap waktu penyelesaian
selama 5 (lima) hari kerja
5. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya
6. | Produk Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
7. | Pengelolaan Loket Pengaduan : Petugas Loket/Front Office
Pengaduan Kotak Pengaduan : Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Telp/Fax : 0376 2991800

Telepon/WA/SMS : 08123707215 (Kabid Pelayanar),
085337875949 (Kasi Pelayanan Informasi)

Website : sipepadu.Jomboktimurkab.go.id
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